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GUBNKTruK SULAI'III}Sfi TDN(I(}ANA

PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGAPA

NoMoR ; z6 'TAHUN 2o1o

TENTANG
PENH']TAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DNN UPAH MINIMUM

SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA

GU BERI\U R SU LAWESI TENGGARA'

Meninbarng :a. bahv,,a untuk ntelaksarakan ketentuan pasal 3, pasal 4 dan

pasal B Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 226l\enl2000 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per. 01/Men/1999 tentang

Upah Minimunr menyebutkan bahwa Grlbernur menetapkan

besarnya Upah Minirnum Provinsi atau upah Minirnum

Kabupaten/Kota ;

b. bahwa Penetapan llpalr Minimum Provinsi dan upah

Minimum Sektoral Frovinsi yang telah di tetapkan dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun

2009 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

perkembanQdn keadaan sekarang sehingga perlu di tinjau

kembali ;

c. bahwa kondisi Perekonomian saat ini telah memungkinkan

untuk mewuj.rdkan petretapatt upah yang lebih realistis

sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara

selctoral, maka perlu penetapan Upah Minimum Sektoral
provinsi yang rnengacu kepada pemenuhar Kebutuhan

Hidrrp Layak (KHL) ;

d. oahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dirnaksuc'l

huruf at huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan

Upah Minimum Provinsi dan Upah Minirnum Sektoral Pro'vtnsi

Sulawesi Terrggara.

Mengingat ....,
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Merrgingat : 1.

2.

tjnCang-Undang Nor'or 13 fahun 1964 tentang
Perretapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nornor 2 taliun i964 tentang Pember,tukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tinqkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembenttrkrn
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Dae,'ah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan
Lembaran Negara Reprl[[ip Indonesia Nomor 2687) ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran ltlegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4279) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan L.embaran

Negara Republil< Incionesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2404 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ,Z0CB Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iudonesia Ncmor 4844) ;

4. Peraturan Pernerintalt Nomor 6 Tahun 19BB tentang
Koordinasi kegiatan Instaltsi vertikal di daerah
(Lembaran Nega;a Reprrblik Indonesia I'lcmor 10 Tahun
1988, Tambahan Letnbaran Negara Repulrlik Indorresia
Nornor 3373) ;

5. Peraturan Penterintah Nomot' 38 Tahun 7007 tentang
Pernbagiarr lJrusan Pemerinl.ahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintaltan
Daerah Kabupaten ,/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2CA7 Nomcr 82 Tambahan Lemba:an
Negara Republik Incio'resia Ncrmor 4737) ;

6. Keputusan Presiden i'r;mor I07 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan ;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Notnor : Perl0L/lvlen/
1999 tentarrg Upah Minimum ;

B. Peraturan



-3-

t.i
!'i

il

9.

B. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 17lMEN/VIII/2005 tentang Komponen qan

Pelaksanaan TaIapan Pencapaian Kebutuhan Hidup

La,Yalt ;

Keputusan Menteri Tenaga Ker;a datt .Transmigrasi
Nomor 226lqenr'2000 tentang Perubahan Atas

Pei.aturan Menteri Tenaga Kerfa Nomor Per-

01/Men/1999 tentang upah Minimum,,

Kesepat<atan Bersama DPD APINDO, Federasi Serikat

eekeiSa Maritim Srlitra, Federasi Serikat Buruh

Demokrasi Seluruh Inclonesia Nomor : 0UKB/IX/2010

ianggat ZZ September Z0t0 tentang Usulan Upah

Uinimum Pt'ovinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi

Sulawesi Tenggara Tairun 2011 ;

b. Rekornetrdasi Dewatt Pengupahan Provinsi Sulawesi

Tenggara Tanggal 22 September Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERIIUP. TENTAI,IG PENETAPAN UPAH

MINIMUM PROVINSI DAN UPA.H MINIMUM SEKTOML

PROVINSI SULAWESI ENGGAM.

Pasal l

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provirtsi Sulawesi Tenggara'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi sulawesi

Tenggara
3. Gubeinur adalah Gubernur Sulatryesi Tenggara

4, Upah Minimum Provinsi adalah upah Min,mum yang

berlaku utttuk selurtttt Kabupaten/Kota di satu Provinsi

5. Upah Minimurn Sektcral Provinsi adalah Upah Minimum- 
Ving berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota

di satu Provinsi.

Memperhal,ikan: a.

Menetapkan :

Pasal 2
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Pasal ?-

Dengan Peraturarr ini menetapkan Upah Minimum Provinsi
Can tJpah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2011 yang
berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
yang belum menrpunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal :J

Besarnl'a Upah Minimum Provinsi dan Upalr Minimunt
Sel;,toral Provinsi sebagaimana dimaksud dalanr pasal 2
tercanturn dalam larnpiran yang merupakan saru kesatuan
yang tidak terpisahkarr dengan Peraturarr ini.

Pasa! 4

Perusahaan dilarang memberikan upah lebih rendalr dari
Upah Minimum Provirrsi atau Upah Minimum Sektoral
Provinsi sebagainrana yang ditetapkan dalam Peraturan ini,
dan tetap berpedornan pada Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1). Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam
nrasa percobaan, upah diberikan oieh pengusaha
serendah-reudahnya sebesai' Upah Minimum Provinsi
yang berlaktt

(2). Upah Minimum Prorrinsi hanya berlaku bagi pekerja
yang mem,punyai m3sa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun.

(3). Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja
lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan
terLulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja
deltgan Pengusaha.

Pasal 5

Perusahaart yang memberikan upah lebilt tinggl dari
Ketetapan Upah Minimum Prov:nsi atau Upah Minimum
SekLoral Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan irti

dilarang mengur:ngi atau menurunkan upah sesuai
maksud pasal 17 Peral.uran Menteri Tenaga Kerja Nomor
0l/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 7
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Pasal 7

Sektor yang belum ternrasuk dalam Penetapan Upah
Minimum Sektoral Provinsr sebagaimana dinraksud dalam
pasal 3 dapat diusulkan dan ditetapkan kemuoian atas
Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja

)/ang terkait pada sektor yang bersangkutan.

Pasal B

Dengarr ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan
Cubernur Sulawesi 1-enggara Nomor 67 Tahun 2009
terrtang Penetapan Llpah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2010 dinyatakan tidak
bellaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetanuinya, memerintahkan
Perrgundangan PeraLuran Gubernur ini dengan
penennpatannya dalanr Berita Daerah Provinsi Surawesi
-fenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal lt - lo 2010

TENGGARA,

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal lI- lc - louc

SEKRETA,RIS DAEMH PROVINSI
su|iAWE9J'.TENGGARA,

t,*;CnfnAL ABTDTN

BERITA DAEMH PROVINSI SULAWESI TENGGAM TAHUN 2O1O NOMOT , *b,.,



LAMPIRAN : PERATUMN GUBERNUR SUHWESI TENGGAM
NOMOR : 21" TAHUN 2010
TANGGAL ; tt - /0- 7olrt

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM PROVINSI DAN
UPAFI MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHI,.IN 2OLL

LAMA
Th. 2010
SEBUIAN

BARU
Th. 2011
SEBULAN

-(5) Bangunan
(5.1) Bangunan

Sipii

-(2) Pertambangan
(23)

Bp

1.030 000,-

980 000,-

TENGGARA,

Upah Minimum
Sekltoral Provinsi

Upah Minimum
Sektoral Provinsi

860.000,-

960.000,-

900.000,-


